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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sistem Resi Gudang (SRG) mulai diimplementasikan di Indonesia dengan 

disahkannya UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang dan PP No 36/2007 

tentang pelaksanaan UU tersebut. Konsep SRG dilatarbelakangi oleh adanya 

kondisi panen raya pada beberapa komoditas pertanian yang berimplikasi pada 

turunnya harga komoditas tersebut. SRG hadir sebagai solusi tunda jual yang 

memfasilitasi petani dalam menyimpan hasil pertaniannya untuk menunggu harga 

komoditas kembali stabil atau naik. Selain itu, bukti penyimpanan tersebut (resi 

gudang) dapat digunakan petani sebagai agunan untuk memperoleh kredit jangka 

pendek dari perbankan. Dengan kredit tersebut, petani dapat memulai kembali 

usahataninya di musim berikutnya. 

Beberapa pakar dan peneliti telah mengungkapkan esensi dan peran SRG 

terhadap pembangunan pertanian. Ashari (2010) menyatakan bahwa potensi 

manfaat SRG meliputi dukungan pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, 

peningkatan profesionalisme petani, mobilisasi kredit sektor pertanian, dan 

mendorong perbaikan mutu produk. Namun, manfaat yang secara khusus 

diperoleh petani adalah: i) mendapatkan harga yang lebih baik dengan menunda 

waktu penjualan; ii) kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan; 

iii) mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah; dan iv) 

mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar 

(Ashari et. al., 2013). 

Manfaat sistem resi gudang di atas dibuktikan oleh fakta empiris di 

beberapa wilayah. Pertama, petani peserta SRG di Warungkondang Kabupaten 

Cianjur Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Batola Sulawesi Selatan memperoleh 

peningkatan harga gabah yang diikuti dengan peningkatan pendapatan (Ashari et. 

al., 2013). Misalnya petani peserta SRG di Warungkondang Cianjur, peningkatan 

harga gabah yang berkisar Rp 400 - Rp 600/kg GKP (gabah kering panen) 

menyebabkan pendapatannya meningkat sebesar Rp 2,2 juta per hektar sawah per 

musim. Begitupun yang terjadi pada SRG di Kecamatan Perak Kabupaten 

Jombang Provinsi Jawa Timur, SRG efektif meningkatkan 22,46% pendapatan 
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petani peserta yang bersumber dari 6,46% peningkatan harga jual (Sugiono, 

2014). 

Sistem Resi Gudang di Indonesia terus mengalami perkembangan ditinjau 

dari aspek konstitusional dan aspek operasional. Dari aspek konstitusional, 

perundang-undangan sistem resi gudang mengalami beberapa kali amendemen 

dan penyempurnaan. Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan UU No 9/2011 

sebagai perubahan atas UU No 9/2006 dengan pertimbangan bahwa sistem resi 

gudang memerlukan pengaturan mengenai lembaga jaminan resi gudang. Untuk 

meligitimasi pelaksanaan UU No 9/2011, pemerintah mengeluarkan PP no 

70/2013. Selain PP tersebut, pemerintah juga menerbitkan PP No 10/2014 tentang 

persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang 

dan PP No 1/2016 tentang lembaga pelaksana penjaminan resi gudang. 

Dari aspek operasional, perkembangan Sistem Resi Gudang Nasional 

sampai tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan.   Pada tahun 2015, 

terjadi penurunan nilai transaksi SRG (nilai komoditas yang disimpan) sebesar 

30,32% (lihat Tabel 1), padahal Kementerian Perdagangan menargetkan 

pertumbuhan sebesar 1,8%. Penurunan yang drastis ini disebabkan oleh dua hal, 

yaitu: i) harga gabah di tingkat petani pada tahun ini cukup tinggi sehingga petani 

tidak melakukan tunda jual melalui SRG, dan ii) terhentinya operasionalisasi 

gudang SRG di beberapa daerah karena keterbatasan SDM Pengelola Gudang. 

 

Tabel 1. Perkembangan Nilai Transaksi SRG di Indonesia Tahun 2013-2015 

Tahun Nilai (Rp) Pertumbuhan (%) 

2013 108.948.556.100  

2014 116.416.391.200 + 6,85 

2015 81.135.514.490 -30,32 
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2016 

 

Di sisi lain, sistem resi gudang juga menghadapi kendala dalam 

pelaksanaannya. Pertama, petani cenderung enggan untuk mengikuti program resi 

gudang. Misalnya SRG di Kabupaten Tuban, mayoritas petani jagung enggan 

menyimpan hasil panennya di SRG meskipun petani yang sudah menjadi peserta 

mendapat pendapatan lebih tinggi (Listiyani dan Haryotejo, 2013).  Begitu juga 
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implementasi SRG di Kabupaten Indramayu, peserta SRG didominasi oleh 

kalangan pedagang dan pengusaha yang dikhawatirkan mengarah pada pasar 

oligopoli (Widiyani, 2014). Integrasi antara resi gudang dan Islamic microfinance 

seperti BPRS dan BMT (Kadry et. al., 2013) menjadi salah satu alternatif solusi 

untuk kendala yang pertama. Kedua, ketidaksesuaian antara aturan dan 

pelaksanaan SRG meliputi pengujian mutu barang, pengambilan barang yang 

disimpan, spesifikasi gudang, dan minimnya sosialisasi (Widiyani, 2014; Sugiono, 

2014). Ketiga, resi gudang belum digunakan sebagai agunan oleh semua 

perbankan (Listiyani dan Haryotejo, 2013). 

Keberhasilan sistem resi gudang pada sebuah wilayah pada hakikatnya 

ditentukan oleh beberapa prasyarat. Dengan memenuhi prasyarat tersebut, rencana 

dan target sebuah SRG dapat berlangsung dengan baik. Lima prasyarat 

keberhasilan SRG antara lain: i) adanya komitmen pemerintah daerah, ii) 

terintegrasinya kelembagaan pada sebuah wilayah, iii) edukasi dan sosiasilisasi 

kepada pelaku usaha, iv) adanya peningkatan produksi, dan v)   terdapat buyer 

(pasar lelang) untuk menjual komoditas yang disimpan (Balitbang Kementerian 

Perdagangan, 2014). Dengan demikian, keberhasilan SRG satu wilayah dengan 

wilayah lainnya dapat diperkirakan melalui identifikasi kelima faktor tersebut 

pada sebuah SRG.  
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B. Permasalahan 

 Sistem Resi Gudang (SRG) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

mulai beroperasi sejak tahun 2011. SRG ini menerima penyimpanan komoditas 

gabah dari pelaku usaha baik secara individu maupun kelompok, baik dari dalam 

wilayah DIY maupun luar wilayah DIY. Sejak awal tahun 2016, SRG Bantul 

dikelola oleh KUD Tani Harjo (calon pengelola) dan didampingi oleh BUMN 

Badan Gara Reksa dalam penerbitan resi gudangnya. Pada 23 Desember 2016, 

melalui SK Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti), KUD Tani Harjo resmi menjadi pengelola gudang SRG di Kabupaten 

Bantul. 

Dalam perjalanannya, transaksi resi gudang di Bantul masih jauh dari 

kapasitas gudang (1.400 ton). Bahkan, target minimum yang ditetapkan oleh 

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (500 ton) sejak tahun 2016, masih belum 

bisa dipenuhi. Selama tahun 2011-2016 jumlah yang ditransaksikan sekitar < 5% 

dari kapasitas gudang. Transaksi resi gudang juga pernah tidak terjadi pada tahun 

2015, karena kekosongan pengelola. 

 

Tabel 2. Perkembangan Transaksi Resi Gudang di Bantul Tahun 2011-2016 

Tahun Jumlah Transaksi  

(Ton) 

Daerah Asal Peserta 

2011 86,75 Kec. Sanden, Bambanglipuro, Pleret, Bantul 

2012 207,77 Semarang, Kec. Pandak 

2013 3,00 Kec. Pandak 

2014 20,00 Kec. Pandak 

2015 - - 

2016* 19,65 Kec. Pandak 

Rata-rata  

per tahun 

55,74  

Sumber: SRG Bantul, 2016 (diolah) 

Keterangan: *: data sementara sampai September 2016  

 

Selain minimnya jumlah transaksi, peserta resi gudang belum 

merepresentasikan sentra produksi padi di Bantul. Pada Tabel 2, trend daerah asal 

peserta SRG selama 2011-2016 semakin tidak menyebar, padahal sentra produksi 
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padi tersebar di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bantul (Tabel 3).   Hal ini 

mengindikasikan minat pelaku usaha khususnya petani terhadap SRG masih 

rendah, meskipun upaya sosialisasi sudah berusaha dijalankan baik oleh pengelola 

resi gudang maupun oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 

 

Tabel 3. Kecamatan dengan Luas Panen Padi Sawah Terluas di Kabupaten Bantul 

Tahun 2014 

Kecamatan Luas Panen (Ha) 

Jetis 2.825 

Banguntapan 2.613 

Sewon 2.520 

Piyungan 2.462 

Bantul 2.163 

Pandak 2.072 

Bambanglipuro 2.038 

Sanden 1.945 

Sedayu 1.648 

Pundong 1.560 
Sumber: BPS Bantul 2015 (diolah) 

 

Permsalahan rendahnya transaksi resi gudang di Kabupaten Bantul dapat 

dikaji dari dua aspek. Aspek pertama, pengelolaan sistem resi gudang melalui 

pendekatan lima prasyarat keberhasilan: i) komitmen pemerintah daerah, ii) 

terintegrasinya kelembagaan pada sebuah wilayah, iii) edukasi dan sosialisasi 

kepada pelaku usaha, iv) peningkatan produksi, dan v) terdapat buyer (pasar 

lelang) untuk menjual komoditas yang disimpan. Pertanyaan yang muncul: 

bagaimana kondisi lima prasyarat keberhasilan sistem resi gudang di Kabupaten 

Bantul? 

Aspek kedua, penerapan resi gudang oleh petani. Keberhasilan resi gudang 

dalam meningkatkan pendapatan peserta resi gudang pada beberapa wilayah yang 

telah disebutkan di atas, semestinya memberikan insentif kepada petani untuk 

turut serta menerapkan sistem resi gudang. Namun realitanya berbeda, petani 

cenderung enggan menerapkan resi gudang. Hal ini menarik sebuah pertanyaan: 

bagaimana persepsi petani padi, khsusunya petani yang telah mendapatkan 

sosialisasi, terhadap sistem resi gudang di Kabupaten Bantul? 
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C. Tujuan 

1. Mengidentifikasi lembaga yang berperan dalam pelaksanaan sistem resi 

gudang di Kabupaten Bantul  

2. Mengevaluasi prasyarat keberhasilan dalam pelaksanaan sistem resi 

gudang di Kabupaten Bantul 

3. Menganalisis persepsi petani padi di Kabupaten Bantul terhadap sistem 

resi gudang 

 

D. Target Luaran 

1. Hasil identifikasi terhadap faktor keberhasilan yang dimiliki dapat 

digunakan sebagai input pengambilan keputusan untuk perbaikan dan 

pengembangan SRG di Kabupaten Bantul.  

2. Penelitian ini memberikan satu kerangka operasional terkait identifikasi 

faktor keberhasilan sebuah SRG. Selain itu, hasil identifikasi tersebut 

dapat menjadi informasi dasar untuk beberapa jenis kajian lanjutan seperti 

kajian hubungan prasyarat keberhasilan dengan  perkembangan dan 

dampak SRG, dan kajian peningkatan kinerja SRG.  

3. Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel jurnal jurnal. 

4. Hasil penelitian juga berguna untuk pengayaan bahan ajar. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Resi Gudang 

Dalam UU No 9/2011, definisi resi gudang adalah dokumen bukti 

kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola 

gudang. Adapun sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. 

Dengan demikian, SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha 

dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi gudang dapat 

digunakan sebagai agunan karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu 

yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang 

terakreditasi.  Menurut Hairiyah (2014), Sistem ini telah dipergunakan secara luas 

di negara-negara maju atau di negara-negara di mana pemerintah telah mulai 

mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi 

agribisnis. 

Pelaksanaan sistem resi gudang di Indonesia melibatkan beberapa jenis 

unsur kelembagaan. Unsur kelembagaan tersebut meliputi: Badan Pengawas, 

Pengelola Gudang, Lembaga Penilai Kesesuaian, dan Pusat Registrasi, Hubungan 

Kelembagaan, dan Sanksi dan Pidana (Bappebti, 2008 dalam Widiyani, 2014): 
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Adapun alur penerbitan resi gudang ditampilkan pada gambar 1. 

 

Sumber: Departemen Perdagangan 2008 dalam Widiyani (2014) 
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III.  METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap implementasi sistem resi 

gudang di Kabupaten Bantul. Sistem resi gudang Kabupaten Bantul dipilih secara 

purposive dengan pertimbangan bahwa SRG ini mempunyai tren transaksi yang 

menurun dan masih jauh dari kapasitas gudang. 

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer pengelolaan resi gudang diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan stakeholder sistem resi gudang di Kabupaten Bantul, 

sedangkan darta primer persepsi petani diperoleh melalui survei dengan petani 

yang telah mendapatkan sosialisasi SRG.  Stakeholder SRG di antaranya 

Pengelola Resi Gudang (KUD Tani Harjo), Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Penyuluh Resi Gudang, Bank 

BRI Cabang Bantul, dan Bulogjasatama. Sementara itu, data sekunder diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Bantul dan bahan pustaka lainnya yang dapat 

menunjang pemecahan masalah penelitian.  

Data pengelolaan sistem resi gudang terkait dengan lima prasyarat 

keberhasilan sistem resi gudang beserta indikatornya. Data tersebut diringkas pada 

pada Tabel 4, dan dijadikan sebagai guideline wawancara mendalam dengan 

stakeholder SRG. Data penerapan resi gudang terkait dengan karakteristik petani 

dan persepsi petani terhadap SRG, ditampilkan pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Indikator Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang 

Prasyarat Keberhasilan Indikator 

Dukungan Pemerintah 

Daerah 

 

1. Surat Keputusan Bupati atau Gubernur untuk 

Pengembangan Sistem Resi Gudang 

2. Dokumen Roadmap / Rencana Pengembangan SRG 

(Ada / tidak, pelaksanaan & evaluasi) 

3. Sasaran dan Target (evaluasi pencapaian 2 tahun 

terakhir) 

4. Alokasi APBD untuk Subisidi (biaya simpan dan 

biaya pengangkutan) per tahun 

5. Kejelasan tupoksi masing-masing instansi (ada 

dokumen) 

6. Koordinasi antar instansi terkait (rencana periode 

koordinasi, jumlah realisasi pertemuan, hasil 

koordinasi dalam 2 tahun terakhir) 

Keberadaan pasar lelang 

  

1. Keberadaan pasar lelang 

2. Frekuensi pengadaan di pasar lelang 

3. Keterlibatan masyarakat dalam pasar lelang 

Edukasi dan Sosialisasi 

kepada Pelaku Usaha 

 

 

1. Jumlah SDM penyuluh  untuk SRG  

2. Sasaran penyuluhan (petani, kelompok tani, 

koperasi) 

3. Kondisi tingkatan organisasi kelompok tani (madya, 

mandiri) 

4. Tools penyuluhan  

5. Frekuensi sosialisasi  

Peningkatan Produksi 

 

1. Produksi padi selama 3 tahun terakhir (per 

kecamatan) 

2. Luas panen padi selama 3 tahun terakhir (per 

kecamatan) 

3. Produktivitas padi selama 3 tahun terakhir (per 

kecamatan) 

4. Harga gabah kering panen (gkp) atau gabah kering 

giling (gkg) selama 3 tahun terakhir per bulan (per 

kecamatan) 

Kelembagaan yang 

Terintegrasi pada suatu 

wilayah  

1. Jarak lokasi antar lembaga yang terlibat dalam 

pelaksanaan SRG (pengelola dan penerbit resi 

gudang, uji mutu komoditas, lembaga penjamin, 

perbankan) 

2. Jarak lahan petani potensial dengan gudang 

Sumber: Diadaptasi dari Balitbang Kementerian Perdagangan, 2014 
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Tabel 5. Variabel dan Indikator Aspek Penerapan SRG 

Variabel untuk 

Aspek Penerapan 

Indikator 

Karakteristik Petani 1. Penguasaan lahan 

2. Pengalaman usahatani 

3. Status Lahan 

4. Usia 

5. Level Pendidikan 

6. Pekerjaan Sampingan 

7. Jumlah Tanggungan Keluarga 

8. Keaktifan dalam kelompoktani 

Persepsi 1. Persepsi terhadap Manfaat SRG 

2. Persepsi terhadap Proses Mendapatkan RG 

3. Persepsi terhadap Gudang SRG 

4. Persepsi terhadap Kesiapan Menerapkan SRG 

 

C. Metode Penentuan Sampel 

Metode penentuan sampel terkait dengan tujuan 3, yaitu populasi petani 

yang telah mendapatkan sosialisasi dari SRG.  Kecamatan Bantul (Desa Bantul 

dan Desa Palbapang) dan Kecamatan Sewon (Desa Panggungharjo) dipilih secara 

purposive dengan pertimbangan bahwa di desa-desa tersebut terdapat penyuluh 

pertanian yang telah mendapatkan pelatihan SRG.  

 

D. Analisis Data 

Tabulasi data dilakukan setelah data terkumpul dari hasil wawancara 

mendalam dengan seluruh stakeholder  dan survei dengan petani padi. Data hasil 

wawancara akan dianalisis secara desktiptif kualitatif, untuk menilai sejauhmana 

peran stakeholder dalam pengembangan SRG dan pemenuhan prasyarat 

keberhasilan SRG. Adapun data survei persepsi petani diberikan skor dengan 

skala Likert (1-4). Data persepsi tersebut akan dianalisis hubungannya dengan 

karakteristik petani  melalui pengujian statistik.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Stakeholder Pengelolaan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul 

Stakeholder dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Bantul 

meliputi pengelola gudang (KUD Tani Harjo), Dinas Perdagangan, Dinas 

Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Pertanian, dan 

stakeholder lainnya (lembaga penilaiaan kesesuaian-Bulog dan lembaga 

perbankan- Bank BRI). Berikut perananan masing-masing lembaga dalam 

pelaksanaan SRG di Kabupaten Bantul. 

A.1 Pengelola Gudang 

Sejak 23 Desember 2016, gudang SRG di Kabupaten Bantul dikelola 

secara penuh oleh KUD Tani Harjo. Pengelola gudang berperan dalam 

penerbitan resi gudang dan pemeliharaan aset gudang. Selain dua peran 

utama tersebut, pengelola gudang juga melakukan promosi untuk 

meningkatkan transaksi resi gudang. 

Dalam alur penerbitan resi gudang, pengelola gudang berkoordinasi 

dengan berbagai pihak (petani/kelompok tani, lembaga uji kesesuaian, 

lembaga penjamin, dan pusat registrasi) sebagaimana didetailkan pada 

Tabel 7 Waktu yang diperlukan untuk seluruh alur penerbitan resi 

gudang sekitar 4-9 hari, tergantung kecepatan dari lembaga uji 

kesesuaian dan lembaga penjamin. Komunikasi antara pengelola gudang 

dan pusat registrasi didukung oleh Sistem Informasi Resi Gudang Pusat 

Registrasi (IS-WARE). IS-WARE juga mencatat seluruh transaksi resi 

gudang: pengalihan, pembenanan hak jaminan, dan penyelesaian 

transaksi. 

Promosi yang dilakukan oleh pengelola gudang dengan membuat 

demplot padi pada luasan lahan 1 ha. Pembuatan demplot tersebut 

bekerja sama dengan kelompok tani di Dusun Tegalayan, Desa 

Caturharjo (tahun 2016) dan dengan pemerintah Desa Gilangharjo (tahun 

2017). Produksi padi dari demplot tersebut direkomendasikan oleh 

pengelola gudang untuk diresigudangkan. Selain kegiatan promosi 
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tersebut, pengelola gudang mengandalkan penyuluh pertanian atau 

sosialisasi yang diadakan oleh dinas perdagangan dalam mempromosikan 

resi gudang kepada petani. 

Meskipun upaya promosi sudah dilakukan, capaian transaksi resi gudang 

pada tahun 2016-2017 masih sangat rendah. Kapasitas maksimum 

gudang SRG sebanyak 1.400 ton dan ditargetkan terisi 500 ton per tahun, 

sedangkan transaksi SRG tahun 2016-2017* belum mencapai 50 ton 

(Tabel 6). Dilihat dari proporsi peserta, belum ada kelompok tani yang 

terlibat dalam transaksi resi gudang. Selain itu, transaksi pada periode 

tersebut berasal dari kecamatan yang sama. 

 

Tabel 6. Transaksi Resi Gudang Tahun 2016-2017 

Tahun Kuantitas (Ton) 
Proporsi Peserta (%) 

Petani Poktan Koperasi 

2016 19,6 21,1 0 78,9 

2017* 6,7 100,0 0 0 

Sumber: Pengelola Gudang SRG Bantul 

Ket: *angka sementara sampai Agustus 2017 

  

Untuk meningkatkan minat petani/kelompok tani terhadap SRG, 

pengelola gudang bekerja sama dengan pihak ketiga (badan usaha PT) 

dalam mengaktifkan mesin penggiling (rice milling unit/RMU) kapasitas 

2-3 ton per jam. Selain RMU, fasilitas pendukung yang tersedia di 

gudang SRG: dryer, lantai jemur, truk pengangkut, dan lain-lain. 

Melalui pengaktifan RMU, petani/kelompok tani yang bertransaksi SRG 

mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, jika gabah yang akan disimpan 

tidak memenuhi syarat uji kesesuaian, gabah dapat langsung digiling di 

gudang SRG. Kedua, jika gabah sudah selesai disimpan, petani tidak 

perlu mengeluarkan biaya transportasi ke tempat penggilingan. Bagi 

pengelola gudang, pengaktifan RMU dapat menjadi unit bisnis dengan 

aktivitas: jasa penggilingan atau produksi beras kemasan (dengan 

membeli gabah petani). 
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Tabel 7. Skema dan Alur Penerbitan Resi Gudang  

No. Skema Alur Hari 

1 PK melakukan penyimpanan komoditi di gudang 

untuk diterbitkan resi gudang 

- PG menghubungi LPK untuk melakukan uji mutu 

komoditi sesuai standar SNI 

- Komoditi diasuransikan oleh PG dan disimpan di 

gudang 

a. PK: permohonan penyimpanan barang (SRG-OPR.01).  
       PK melengkapi administrasi (identitas KTP, jenis dan kuantitas komoditi).  

b. PG: menerima permohonan penyimpanan barang dan membuat Surat           

Perjanjian Pengeloaan Barang (SPPB) (SRG-OPR.02).  

c. PK: pemberitahuan rencana pemasukan barang (SRG-OPR.03).  
       PK memberikan informasi kapan barang akan dimasukkan gudang. 

1 

d. PG: menyiapkan buruh untuk melakukan bongkar muat sesuai SRG-OPR.03 
PK membawa komoditi ke gudang 

e. PG: membuat Permohonan Penilaian Kesesuaian (SRG-OPR.04) 

PG mengirimkan identitas PK, jumlah karung melalui email atau whatsap.  

f. LPK: menerima permohonan penilaian kesesuaian 

1 

g. LPK: melakukan pengambilan contoh uji 

h. LPK: melakukan pengujian mutu 

i. LPK: mengeluarkan sertifikat mutu barang* 

j. PG: melakukan pembongkaran, penimbangan, pemasukkan**, Asuransi & 

Penandatanganan Berita Acara Barang Masuk (SRG-OPR.05) 

2-6 

2 PG meminta kode registrasi ke Pusat Registrasi untuk 

dilakukan verifikasi, kemudian PG menerbitkan RG. 

RG asli diserahkan ke PK dan salinan RG disimpan 

oleh PG 

k. PG: memverifikasi nilai barang 

l. PG: Permintaan kode registrasi ke pusat regsitrasi 

m. PR: memverifikasi data dan mengirimkan Kode Registrasi RG 

n. PG mencetak RG 

o. PK: menerima RG 

1 

   4-9 
Keterangan: 

PK: Pemilik Komoditi, PG: Pengelola Gudang, LPK: Lembaga Penilaian Kesesuaian, RG: Resi Gudang, PR: Pusat Registrasi 

*: jika mutu komoditi tidak memenuhi syarat, maka PK mengambil komoditinya kembali atau komoditi di-blower apabila kadar hampa 4-5% (Opsi lain: PK 

menggunakan jasa penggilingan SRG atau menjual komoditi ke pengelola gudang) 

** pembongkaran, penimbangan dan pemasukan secara operasional sudah dilakukan pada poin d
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A.2 Dinas Perdagangan 

Lembaga negara yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang yaitu Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Gudang yang akan 

dijadikan sebagai gudang SRG dan pengelola gudang SRG harus 

mendapatkan persetujuan dari Bappebti (dan sebelumnya rekomendasi 

dari dinas perdagangan setempat). Sebab, gudang yang digunakan 

sebagai gudang SRG merupakan aset pemerintah daerah. Selanjutnya, 

dinas perdagangan yang menjadi perpanjangan tangan Bappebti dalam 

pengawasan kinerja pengelola gudang SRG.  

Sejak SRG mulai beroperasi tahun 2011, target dinas perdagangan1 

adalah memunculkan pengelola gudang serta menjamin kelancaran 

transaksi resi gudang dan keberadaan stakeholder. KUD Tani Harjo 

disetujui sebagai pengelola gudang pada Desember 2016, sedangkan 

pada tahun 2011-2014 gudang dikelola oleh KUD Tani Mulyo (calon 

pengelola) didampingi PT Pertani.  Terkait stakeholder yang mendukung 

kelancaran transaksi antara lain: Bulog Pajangan, Bank Rakyat 

Indonesia, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. 

Selain fungsi pengawasan kepada pengelola gudang SRG, Dinas 

Perdagangan juga mengadakan sosialisasi penyuluhan SRG kepada 

ketua/koordinator gabungan kelompok tani (Gapoktan), koperasi unit 

desa (KUD), dan atau pelaksana penyuluh lapang (PPL) se-Kabupaten 

Bantul (Lampiran 1). Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan 1-2 kali 

setahun di gudang SRG atau di kantor dinas perdagangan. Materi 

sosialisasi meliputi: latar belakang SRG, manfaat SRG, proses 

mendapatkan resi gudang, syarat-syarat komoditi, dan subsidi SRG 

(Lampiran 2). 

                                                 
1 Sebelum tahun 2017, Dinas Perdagangan tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi 
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A.3 Dinas Pertanian & Penyuluh 

Meskipun sistem resi gudang di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, 

Dinas Pertanian2 juga memiliki peranan penting, sebab peserta resi 

gudang adalah petani atau kelompok tani. Maka dari itu, Dinas Pertanian 

termasuk dalam tim asistensi pengelolaan gudang sistem resi gudang 

sejak pembentukan SRG tahun 2010. Sejak 2017, Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) tergabung dalam dinas 

pertanian. Oleh karena itu, terdapat tiga bidang3 dalam dinas pertanian 

yang terkait dengan eksistensi SRG: bidang tanaman pangan, bidang 

penyuluhan, dan bidang ketahanan pangan. 

Pertama, Bidang Tanaman Pangan saat ini sedang berusaha 

meningkatkan luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai swasembada 

beras. Dengan adanya LTT, lahan dapat ditanami padi kembali satu 

minggu setelah panen. LTT didukung dengan perbaikan teknik budidaya, 

pengendalian OPT, termasuk perbaikan irigasi. 

Keuda, Bidang Penyuluhan memegang peranan utama dalam 

penyampaian informasi kepada petani. Bidang ini setiap awal bulan 

mempertemukan koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di setiap 

kecamatan dengan seluruh bidang yang ada di dinas pertanian, untuk 

penyamaan arus informasi ke petani. Khusus untuk sistem resi gudang, 

bidang penyuluhan mengalokasikan dua penyuluh untuk penyuluh resi 

gudang. Keduanya merupakan penyuluh yang aktif mengikuti pelatihan 

SRG yang diadakan oleh Bapebti tahun 2010, 2012, dan 2014. 

Ketiga, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai keterkaitan dengan SRG 

karena komoditi SRG merupakan komoditas pangan: gabah, beras dan 

jagung. Bidang ini mempunyai peranan penting dalam pengawasan 

                                                 
2 Sebelum tahun 2017 bernama Dinas Pertanian dan Kehutanan, setelah tahun 2017 bernama Dinas 

Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan  

3 Penulisan secara lengkap: Bid. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Bid. Sarana 

Prasarana dan Penyuluhan. 
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distribusi, konsumsi, dan stabilitas harga pangan. Sebagai upaya 

menstabilkan harga gabah di sentra-sentra produksi, Bidang Ketahanan 

Pangan melaksanakan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 

(LDPM). LDPM juga berfungsi sebagai cadangan pangan masyarakat. 

LDPM di Kabupaten Bantul dimulai sejak 2009, dua tahun sebelum SRG 

beroperasi. 

A.4 Stakeholder lainnya 

Stakeholder lainnya yang mendukung kelancaran transaksi resi gudang 

antara lain: Bulog Pajangan untuk pengujian kesesuaian barang yang 

disimpan; Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk  pengajuan kredit dengan 

agunan resi gudang; dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY untuk 

pelaksanaan pasar lelang. 

Dalam pengujian gabah/beras, Bulog Pajangan menggunakan Standar 

Nasional Indonesia: SNI 01-0224-1987 untuk gabah (Tabel 8) dan SNI 

01-6128-1999. Selama ini, sebagian besar gabah yang disimpan berhasil 

memenuhi syarat pada uji pertama. Jenis uji yang terkadang tidak 

dipenuhi yaitu kadar air gabah lebih dari 14% dan gabah hampa berkisar 

4-5%. 

Tabel 8. Standar Mutu Gabah (Terrendah) 

 

L

e

m

b 

a

g 

Dalam pengajuan kredit dengan agunan SRG ke BRI, petani 

mendapatkan subsidi biaya bunga sehingga hanya membayar sebesar 6% 

per tahun atau 0,5% per bulan. Besarnya kredit yang diberikan oleh Bank 

BRI sebesar 70% dari nilai resi gudang atau maksimum Rp75 juta. 

Karena tidak dituliskan dalam resi gudang, pihak BRI mengkonfirmasi 

Jenis Uji Syarat Maksimal 

Kadar Air 14 % 

Gabah Hampa 3 % 

Butir Rusak + Kuning 7 % 

Butir Mengapur + Gabah Muda 10 % 

Butir Merah 4 % 

Benda Asing 1 % 

Benda Varietas Lain 10 % 
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pengelola gudang tentang besaran harga jual komoditi. Harga jual 

komoditi yang ditentukan berdasarkan harga umum di pasar. 

Sejak 2016, ada dua resi gudang yang diagunkan ke BRI. Dari 

pengalaman pengajuan, petani menemukan dua kesulitan dalam 

mengakses kredit. Pertama, pihak bank mensyaratkan NPWP. Kedua, 

pihak bank tidak akan memberikan kredit jika petani sedang menerima 

kredit bersubsidi lain seperti kredit usaha rakyat (KUR). 

Sementara itu, pasar lelang yang diadakan oleh BPD DIY belum 

dimanfaatkan oleh peserta resi gudang sampai hari ini. Artinya, peserta 

resi gudang telah memperoleh pembeli atas komoditi yang disimpan 

tanpa harus menjual melalui pasar lelang. Pasar lelang dilaksanakan 

sebanyak enam kali dalam setahun di gedung pusat BPD DIY.  

B. Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang 

Dalam proses analisis hasil in-depth interview. 

  

C. Persepsi Petani Padi terhadap Sistem Resi Gudang 

Dalam proses pengambilan data. 
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LAMPIRAN 1. Daftar Peserta Sosialisasi SRG 









24 

 

 

LAMPIRAN 2. Materi Presentasi SRG oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul 














